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ABSTRAK

Tim penyusun RUL! KUHAP yang diketuai oleh Andi Hamzah menpusulkan
lembaga baru untuk menggantikan praperadilan vang disebut denpan hakim komisaris
vang akan lebih aktif untuk menilai jalannya penvidikan dan penuntutan. Hakim
komisaris merupakan lembaga pengpanti praperadilan yang  diusulkan oleh Tim
Penyusun RUU KUHAP menpacu kepada sistemn peradilan pidana di Belanda dan
Perancis di mana terdapat hakim yang berfungsi sebagai hakim penvelidik (imvestigating
Judge) dan hakim pengawas (examinating judge). Permasalahan yang diteliti dalam
skripsi ini adalah mengenai tugas dan wewenang hakim komisaris dihubungkan denpan
sistem peradilan pidana terpadu, perbedaan hakim komisaris dibandingkan dengan
praperadilan dan proses beracara hakim komisaris menurut RUU KUMAP, Berangkat
dari permasalahan diatas, penulis mengadakan penelitian untuk mengungkap bagaimana
tugas dan wewenang hakim komisans, perbedaannya dengan praperadilan, dan hukum
beracara hakim komisaris dengan metode penelitian hukum normatif hersumberkan dari
pahan hukum primer dan sekunder yang diidentifikasi berdasarkan rumusan masalah
vang Kemudian dihubunpkan dengan teori dalam hukum acara pidana dan sistem
peradilan pidana, Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil
bahwa hakim komisaris menurut RUU KUHAP dalam sistem perudilan pidana memiliki
tugas  dan  wewenang  unluk menctapkan atauw memutuskan sah atae  tidaknya
penangkapan, penahanan, pengecledaban.  penvitaan, penghentian  penvidikanatau
penghentianpenuntutan yang  tidak  berdasarkan  asas oportunitas, penshsnan  atas
permintaan penuntul umumganti kerugian dan/atan rehbilitasi bagi seseorang vang
ditangkap alau ditahan secara tidak sah. dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan pada
tahap penyidikan dan penuntutan anpa didampingi penasebal hukum, menanggubkan
penahanan dan suatu perkara layak atau tidak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan
serta sejumlah wewenang lainnya dalam tabap penyidikan dan penuntutan hakim
komisaris memiliki perbedaan dengan praperadilan karena wewenangnya vang lebih luas
dan proaktf” dalam penilaian jalannva penvidikan dan penuntutanhakim komisaris
memalankan proses hukum acara melaul penetapan atau putusan terhadap tindakan yang
dijalankan dalm penyidikan dan penuntutan. Dan penelitian tersebut, dapat diambil
kesimpulan bahwa hakim komisars menurut RULD KUHAP dalsm sistem peradilan
pidana Indonesia memiliki tugas dan wewenang melakukan  pengawasan berupa
penilaian terhadap jalannya penyidikan dan penuntutan, hakim komisars komisaris
memiliki perbedaan vang besar dengan praperadilan mulai dari tugas dan wewenangnya
sampal proses hukum acara vang diterapkan dengan tidak membeda-bedakan tindak
picdana selingga kewenangan hakim komisans begitu Juas tidak menutup kemungkinan
akan terjadinya penyalahgunaan wewenang.



BAR I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Penvelesaian masalah sah atau tidaknya penabanan vang dilakukan polisi
atau jaksa yanp diselesaikan selama ini dengan jalur pra peradilan berdasarkan
undang-undang Nomor: 8 Talun 1981 tentang Hukumn Acara Pidana (LN, 1981/
76) atn dikenal depgan  Kitab  Undang-Usdang Mukum  Acarm Pidana
(seterusnya dischut KUHAPY wleh Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang
Tentang Hukum Acara Pidana telah dimlai _g,i-lLlﬂ]l.

Berdasarkan pasal 279 Rancangzan Undang-Undang Tentang Hukum Acara
P'idana, rapcangan undang-undang ini merapakan kodifikasi bukoum acara pidana
yang disehul deppan Kiteh Undang-Undanp Hukum Acara Pidana [selerusnya
disebut LU KUHA)

Tim Pepyusun RULT KUHAFP yang diketuai olsh Andi Hamzah,
mengusutkan lembaga bar unluk menggantikan praperadilan vang disebut hakim
komisaris vang merupakan lembaga yvang terletak antara hakim dan jaksa vang
mengontrol sah ataw tidaknva penahanan vang dilakukan polisi atau jaksa °

Dalam RULD KITHAP disebutkan hakim komisards  memiliki wgas dan

WEWENANE Meirutus ara 1T'IE‘r'I.EiﬁI'I]{:"II.'I;

! Son, “Tim KUHAE Usulkan Hakin Komisans”, Aompas, 4 Mei 2005, 5, 7
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. seh atau tidaknya penangkapan, penahanan, penvitaan, penghentian
penyidikan  atau  penuntutan  vang tidak  berdasarkan  asas

aporfinilas;

|3

perlu tidaknya dilakukan penahanan;

LS
'

ganti kerugian dan/atau rebabililasi bagi seorang yang ditahan
secara tidak sah:

4. pelampauan batas wakie penyidikan dan penuntutan;

Lh
b

dapat tidaknya dilakukan peneriksaan tanpa didampingi penasehat
hukum.

Putusan hakim komisaris dilakukan atas permohonan tersanpka atau
korban, sedangkan penetapan hakim komisaris dilakukan mtas prakarsa sendiri
setelah menerima Lemhusal_n surat  penangkapan, penahanan, penyitaan,
penghentian penyidikan atau penuntutan vang tidak berdasarkan asas oporunitas’,

Hakim komisaris adalah bagian dar sub sistem pengadilan dalam sistem
peradilan pidana terpadu yang akan lebih pro aktif dalam mengawasi jalannyva
penyidikan dan pepuniutan yang dilakukan polisi dan jaksa.

Hakim komisaris merupakan lembaga pengganti praperadilan yang
divsulkan oleh Tim Penyusun RUU KUHAP mengacu kepada sistem peradilan
pidana di Belanda dan Perancis dimana terdapat hakim yang berfungsi  schagai
hakim penyelidik {investigating fudge) dan hakim pengawas (examinating fudpe).

Lisulan mengenai hakim komisaris sebenarmya bukan hal vang baru di Indonesia,

" Sukrma ™. Loppiss, “Menengkal Bolak-halik Perkara, Tewmpe, 31 Okiober 2004 R . 12420 126
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BAB 1V

PENUTUP

A, Kesimpulan

Secara garis besar tugas dan wewenang hakim komisaris dalam sistem

peradilan pidana [Indonesia menurut RULU KUHAP adalah:

1.

hakim komisaris memiliki tugas dan wewenang dalam sistem peradilan
pidana sebagal pelaksana pengawasan berupa penilaian terhadap jalannya
penvidikan dan penuntutan perkara pidana sebagai perwujudan fungsi hakim
penyelidik {irvestigating fudee) dan hakim penpawas {examinating fuege)
dalam penyidikon dan penuntutan:

hakirm komisaris memiliki banvak perbedaan dengan praperadilan vaim
hakim kemisaris memiliki kewenangan vang lehih luss dalam menjalankan
pentlaian terhadap jalannva penyidikan dan penuntutan, ketentuan hukum
acara  hakim  komisaris  memungkinkan  penilaian  terhadap  jalannya
penvidikan lebih bersifat pencegahan akan terjadinya kekeliman dan hakim
komisaris menjalankan tugasnyva di Rumah Tehanen Mepara ;

hokim Komisaris menerapkan proses hukum scara dengan menjalankan
penilaian terhadap jalannya  penvidikan dan penuntotan berdassrkan
prakarsanya sendiri melalui penetapan atau  berdasarkan  permaohanan
tersangka: keluarga tersangka, Kuasa hukum tersanpgka ateu penuntit umum
melalui putusan serta tidak membeda-bedakan tindak pidana vang dikenakan

penvidikan dan penuntutan :

Tt
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